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ABSTRAK 
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Ketenagakerjaan hubungan industrial adalahsuatu sistem hubungan yang 
terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang 
terdiri dari unsur pengusaha. Adakalanya hubungan itu menngalami suatu 
perselisihan. Perselisihan hubungan industrial sebagai perbedaan pendapat yang 
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan 
pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh karena adanya perselisihan hak normatif 
buruh dalam satu perusahaan. Hal ini juga terjadi di kota Padang pada PT. Natural 
Sumatera Consultant. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam 
penelitian ini adalah: 1) apa yang menyebabkan terjadinya perselisihan hubungan 
industrial untuk pemenuhan hak normatif buruh pada PT. Natural Sumatera 
Consultant ? 2) Bagaimana Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
untuk pemenuhan hak normatif buruh pada PT. Natural Sumatera Consultant ? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat 
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi 
dokumen. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapa disimpulkan bahwa 
perselisihan yang terjadi di PT. Natural Sumatera Consultant yaitu perselisihan 
hak normtif buruh yang bersifat ekonomis yaitu upah. Dimana adanya 
keterlambatan upah dari perusahaan kepada karyawan dikarenakan perusahaan 
tidak memiliki dana talangan/ dana simpanan, sehingga upah karyawan ditunda 
sampai biaya proyek dilunasi oleh klien. Dimana proses penyelesian perselisihan 
ini dilakukan perundingan bipartit. Dimana didalam perundingan 
tersebutmengembil jalan perdamaian dan tercapainya kata sepakat antara pihak 
pengusaha dan pekerja/buruh dengan syarat pihak pengusaha harus memberikan 
kompensasi atas keterlambatan upah tersebut.  
 
  


